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Pendahuluan 

Dalam kehidupan dunia tidak bisa dibantah bahwa manusia 
mempunyai keragaman dalam berbagai hal, artinya bukan hanya 
keragaman agama dan bangsa namun juga keragaman budaya, 
etnis, gaya hidup, profesi dan lain-lain yang biasa disebut dengan 
Multikultural. Multikulturalisme adalah respon terhadap realitas, di 
mana masyarakat selalu menjadi plural dan tidak monolitik. 
Keanekaragaman membawa perbedaan dan dapat berujung pada 
konflik. Namun, bukan berarti bahwa konflik selalu disebabkan 
perbedaan. Dari sudut pandang agama, keragaman keyakinan, 
budaya, dan pandangan hidup penting untuk diangkat kembali 
mengingat penganut agama-agama di Indonesia masih awam 
sehingga rawan konflik dan kekerasan. 

Ada dua fakta yang perlu dikemukakan sehubungan dengan 
merebaknya konflik dalam masyarakat, serta alternatif solusinya bagi 
pertikaian dan kekerasan yang berlarut-larut. Pertama, dalam 
sejarah pertemuan antara agama-agama, perbenturan kadang- 
kadang tidak terelakkan. Waktu dan lingkungan yang dihadapi turut 
mempengaruhinya. Dalam perang salib ratusan tahun lalu, per- 
benturan itu disertai dengan peperangan yang dahsyat, meski 
kemudian lahir kesepakatan dalam ketidaksepakatan. Perbedaan 
diakui namun dalam praktek pertikaian tidak dapat dihindarkan. 



Kedatangan Islam ke Nusantara tidak disertai dengan ke- 
kerasan karena dilakukan melalui jalur perdagangan sehingga 
memungkinkan penyebaran secara damai. Beda dengan Kristen 
yang kedatangannya disertai dengan penjajahan sehingga memper- 
oleh perlawanan seperti kedatangan Portugis di Malaka, Spanyol 
di Filipina, demikian pula kedatangan Belanda di Indonesia. 

Dalam hubungan antara agama Islam dengan agama lain, 
ajaran Islam tegas mengatakan bahwa "bagimu agamamu dan 
bagiku agamaku" (al-Kafirun ayat 6). Agama yang benar hendaklah 
didakwahkan kepada umat manusia agar mereka mendapat 
kebenaran. Pengakuan Nasrani terhadap Islam dan agama-agama 
lain secara positif dikemukakan dalam keputusan Vatikan I1 "Gereja 
memandang umat Islam dengan penuh hormat. Namun kegiatan 
diakonia di kalangan missi tetap menyalahgunakannya. Hal ini 
didasarkan bahwa setiap orang punya hak untuk menentukan 
kehidupan religiusnya. Menjamin hak orang lain menentukan 
orientasi kehidupan agamanya dan mengungkapkan dalam suatu 
kehidupan beragama tertentu adalah salah satu panggilan Gereja.' 
Menurut orang Nasrani, pengakuan religius selalu tidak dapat 
dipisahkan dari unsur pewartaan (missi), sejauh itu dilakukan 
dengan pengakuan religius maka tidak berarti merampas hak dan 
kebebasan orang lain untuk menemukan sendiri apa yang akan 
diimani. Dengan prinsip-prinsip tersebut memang sulit terjadi 
hubungan baik dan rukun diantara umat beragama dan tidak dapat 
dihindari maka te rjadilah kekerasan dan pembunuhan. 

Kedua, bila diamati dalam kurun waktu 3 dekade dipeng- 
hujung abad XX atau di awal abad XXI, ada dua gejala sosial yang 
muncul kepermukaan. Yaitu fenomena sosio-kultural "pra modern" 
yang menggejala pada masyarakat industri modern (disebut juga 
postmodernity), dan fenomena transmisi global seperangkat 
"kesadaran dan institusi" modern (sosial, ekonomi, budaya) hingga 
menyentuh masyarakat yang belum modern yang disebut juga 
" g l ~ b a l i s a s i . ~  Keduanya bagaimanapun merupakan fenomena 
pe rjumpaan antarkebudayaan bahkan antarbangsa yang mencipta- 
kan pluralisasi. Masyarakat yang semula homogen mengalami 
proses pluralisasi dan privatisasi. Mereka yang awalnya diikat oleh 
ikatan primordial seperti agama dan kebudayaan menjadi terisolasi 
dan tertutup terhadap kesatuan sosial dan kultural lainnya. 
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Perjumpaan ini tidak terelakkan baik pada tingkat lokal maupun 
global, kemajemukan religius juga tak terhindarkan. Konsekuensinya 
"perekat sosial" yang telah lama terberi dan mengikat kesatuan 
sosial dengan sendirinya mengalami krisis. 

Di banyak masyarakat Timur (Asia dan Afrika), sejak nasiona- 
lisme hasil revolusi Perancis diterima di benua ini, kesatuan sosial 
primordial memasuki satu fase komunitas baru yang lebih besar 
yang dlkenal sebagai "negara-bangsa" (nation-state) modem. Suatu 
fase yang membutuhkan keterbukaan dan toleransi antar kesatuan 
sosial lama dan lebih dari itu perekat baru komunitas tersebut. 
Apabila perekat sosial dipaksakan dalam masyarakat majemuk ini, 
maka disharmoni dan konflik sulit dihindari. Dampak pluralitas 
terhadap komunitas adalah masalah disintegritas sosial karena krisis 
legitimasi perekat sosial, sedangkan pada kehidupan religius dapat 
berakibat melemahnya keabsahan agama dalam memberi legitimasi 
sejarah pribadi. 

Berdasarkan dua hal tersebut di atas tulisan ini ingin mengkaji 
wacana pluralisme baru yang merupakan tanggapan terhadap 
reaktualisasi emosi kebangsaan sekaligus juga reaktualisasi makna 
agama bagi masyarakatnya yang majemuk, serta bagaimana 
pandangan Islam mengenai masalah ini. 

Pluralisme Agama dan Respon 

Pluralitas adalah suatu kenyataan yang selalu ditemui dalam 
kehidupan sehari-hari. Pluralitas bukanlah barang baru, ibarat "to 
put a new wine in the old bottle", memasukkan anggur baru 
kedalam botol lama. Botolnya tetap itu juga hanya saja cara membuat 
minuman terus menerus berubah sesuai perkembangan metodologi 
pembuatan minuman yang ada.3 

Dalam pandangan "Barat" sekarang ini ada tiga pengertian 
yang diberikan terhadap istilah "pluralisme agama". Pertama, 
dengan kata itu dimaksudkan kenyataan bahwa umat beragama 
itu majemuk, jadi pluralisme berarti actual plurality. Pluralisme 
masyarakat Indonesia menggambarkan keragaman dalam ha1 
agama. Kedua, pluralisme mengandung konotasi politik, sehingga 
maknanya sinonim dengan sekularisme dalam salah satu penger- 
tiannya. Sekularisme dalam konteks ini mempunyai dua pengertian: 



mernisahkan agama dari urusan publik dan sekaligus anti agama, 
dan negara tidak mengidentifikasi diri kepada agama tertentu, tetapi 
negara menghormati dan memberikan kesempatan yang sama bagi 
semua agama untuk berkembang, seperti di India, yang dikatakan 
sebagai negara sekuler dalam pengertian kedua, tetapi sekaligus 
relijius. Begitu juga Indonesia yang tidak mengidentifikasi diri 
kepada agama tertentu, tetapi menghormati seluruh agama bahkan 
ikut mengembangsuburkannya. Pengertian ketiga dari pluralisme 
merujuk kepada suatu teori agama yang, pada prinsipnya, 
menyatakan bahwa semua agama pada akhirnya menuju kepada 
satu kebenaran yang sama. 

Pada zaman modern sekarang terdapat beragam respon yang 
dikemukakan oleh penganut-penganut agama terhadap orang lain 
agama (the religious other). Ninian Smart menyederhanakannya 
menjadi lima kategori: 1) eksklusifisme absolut, 2) relativisme 
absolut, 3) inklusivisme hegemonistik, 4) pluralisme realist*, dan 
5) pluralisme reg~lat i f .~  

Kategori pertama merupakan pandangan umum yang terdapat 
dalam banyak agama. Pandangan ini secara sederhana melihat 
kebenaran sebagai hanya terdapat dalam tradisi agama sendiri, 
sedangkan agama lain dianggap sebagai tidak benar. Posisi ini 
bilamana dipegangi terlalu kaku. Kesulitannya, menurut Ninian 
Smart, adalah bahwa tiap orang dapat membuat klairn kebenaran 
semacam ini sehingga studi perbandingan tidak mungkin dilakukan. 
Bahkan apabila tiap tradisi agama menekankan posisi eksklusivisme 
absolut akhirnya akan jatuh pada relativisme absolut. 

Relativisme absolut, berpandangan bahwa berbagai sistem 
kepercayaan agama tidak dapat dibandingkan satu sama lain 
karena orang harus menjadi "orang dalam" untuk dapat mengerti 
kebenaran masing-masing agama. Karenanya setiap keyakinan 
agama tidak pemah mempunyai akses terhadap kebenaran agama 
lain. Posisi ini merupakan pandangan tradisional dalam agama Jaina. 
Posisi ini sulit dipertahankan karena, menurut Ninian Smart, 
tampaknya dapat merusak makna kebenaran itu sendiri. 

Inklusivisme hegemonistik mencoba melihat ada kebenaran 
yang terdapat dalam agama lain, namun menyatakan prioritas 
terhadap agama sendiri. Terdapat berbagai varian dari posisi ini. Di 
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abad ke-20 banyak tulisan dengan menggunakan perspektif ini, 
seperti dokumen-dokumen Vatikan dan tulisan-tulisan teolog Kristen 
Karl Rahner. Pandangan ini banyak ditonjolkan dalam berbagai 
dialog antaragama di ahad ke-20. Ninian Smart memasukkan sikap 
Islam ke dalam kategori inklusivisme hegemonistik karena di dalam 
agama ini terdapat pengakuan terhadap agama Kristen dan Yahudi 
sebagai agama wahyu dan dalam hukum Islam kelompok non- 
Muslim diberi suatu otonomi parsial di dalam keseluruhan sistem 
Islam. 

Kategori keempat, disebut dengan pluralisme realistik, yaitu 
pandangan bahwa semua agama merupakan jalan yang berbeda- 
beda, atau merupakan berbagai versi, dari satu kebenaran yang 
sama. Swami Vivekenanda (1863-1902) dianggap sebagai pencetus 
modern pertama pandangan ini melalui presentasinya pada 
Parlemen Agama-agama Dunia di Chicago tahun 1893. Menurut 
Vivekenanda, kebenaran mempunyai level-level di mana pada level 
lebih tinggi Yang Maha Mutlak tidak bisa diekspresikan dan pada 
level lebih rendah Dia muncul dalam sebutan God, Allah dan 
seterusnya. Berbagai keyakinan agama yang berbeda menggunakan 
simbolisme yang berlainan untuk mengungkapkan Yang Maha 
Mutlak itu seperti Allah, Vishnu, Amitahha dan seterusnya. Dalam 
tradisi Kristen eksponen dari pluralisme realistik ini adalah John 
Hick terutama dalam karyanya Interpretation of Religion (1989) dan 
God and the Universe of Faiths (1973). Diilhami oleh revolusi 
Copernicus, Hick menyatakan bahwa agama-agama adalah seperti 
planet-planet yang mengorbit di sekitar Yang Maha Nyata (the Real). 
Tiap-tiap keyakinan agama memiliki pandangan tersendiri mengenai 
hakikat Tuhan, yang, betapapun, merupakan suatu noumena 
terhadap mana agama-agama empiris dapat dikatakan sebagai 
phenomena-nya. 

Kategori kelima, pluralisme regulatif, merupakan paham 
bahwa sementara berbagai agama memiliki nilai-nilai dan  
kepercayaan masing-masing, mereka mengalami suatu evolusi 
historis dan perkembangan ke arah suatu kebenaran bersama, hanya 
saja kebenaran bersama tersebut belum lagi terdefinisikan. 
Pandangan ini tampak jelas dalam beberapa dialog antaragama yang 
tidak menentukan bagaimana hasil akhir dari dialog t e r ~ e b u t . ~  



Kesadaran terhadap kenyataan pluralisme di dunia modern 
baru mulai sejak tahun 1960-an. Sebelurnnya dominasi Barat dalam 
bentuk kolonialisme dan keunggulan ilmu dan teknologi membuat 
mereka merasa superior, memandang rendah dan karenanya tidak 
dapat menaruh respek terhadap pencapaian kebudayaan lain. Akan 
tetapi sejak tiga puluh tahun terakhir ini terjadi perubahan sikap 
karena tiga alasan. Pertama, para sarjana Barat mulai mengenal 
agama Budhha, Hindu, dan agama-agama Cina. Kedua, di dunia 
Islam muncul apa yang disebut kebangkitan Islam (the resurgence 
of Islam) yang secara politik tidak bisa diabaikan, lebih khusus lagi 
terjadinya Revolusi Iran tahun 1979 dan invasi Irak ke Kuwait tahun 
1990 membuat Barat mulai memperhitungkan Islam sebagai suatu 
kekuatan. Ketiga, sukses besar ekonomi Jepang, yang diikuti oleh 
Korea, Taiwan dan Singapura, memberikan perimbangan baru 
kepada kebudayaaan dan agama-agama Timur yang dianut oleh 
bangsa-bangsa t e r s e b ~ t . ~  Kenyataan-kenyataan ini membuat bangsa 
Barat menyadari bahwa di luar mereka terdapat kebudayaan dan 
agama lain yang harus diperhitungkan. Ini berarti kebudayaan dan 
agama Barat tidak lagi memiliki superioritas. Kesadaran untuk 
mengakui eksistensi agama-agama di luar pengalaman Barat ini 
membawa kepada pandangan untuk menghargai dan menghormati 
agama lain yang berujung pada paham pluralisme. 

Merespon pluralisme dalam kehidupan masyarakat manusia 
beragama, Pr0f.Dr.H.A.Mukt.i Ali yang pernah menjabat dewan 
penasehat pembentukan Parlemen Agama-agama Dunia (New York) 
dan Dewan Penasehat Hijra Council (Pakistan), telah lama 
memberikan konsep kerukunan hidup beragama.7 Menurut Mukti 
Ali, ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai 
kerukunan dalam kehidupan beragama yaitu: 

Pertama, semua agama adalah sama dan disebut sebagai 
"sinkretisme". Yaitu berbagai aliran dan gejala-gejala yang hendak 
mencampurkan segala agama menjadi satu dan yang menyatakan 
bahwa semua agama pada hakekatnya adalah sama. Di Indonesia 
paham ini juga hidup subur, terlihat pada ajaran "kejawen" dan 
aliran kebatinan yang menggunakan pelbagai nama. Adalah 
Radhakrisnan seorang Universalis dari India menyatakan bahwa 
semua agama hanya alat, jalan untuk membawa manusia kepada 
perwujudan sendiri. Artinya, perkataan-perkataan, lambang- 
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lambang, dogma-dogma dan sebagainya hanya alat untuk mencapai 
realisasi dari yang ilahi dalam diri kita; karena realisasi Tuhan ialah 
realisasi dari yang paling dalam dari diri kita. Agama yang berbeda 
hanya berbeda dalam faktor historis dan geografis bukan dalam 
hakekat. Tidak ada agama yang mengandung sesuatu yang mutlak. 
Semua agama relatif dan instrumentalis dan maknanya adalah 
sebagai alat untuk mencapai tujuan. Menurut Mukti Ali, dari segi 
teologi dasar sinkretisme ialah suatu pandangan yang tidak melihat 
adanya garis batas antara Khalik dengan makhlukNya. Pemikiran 
ini tidak dapat diterima karena menyamakan Khalik dengan 
Makhluk. 

Kedua, dengan jalan reconception, artinya menyelami dan 
meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasinya dengan 
agama lain. Tokohnya WE.Hocking yang menjelaskan dalam buku- 
nya Living Religions and a World Faith. Menurutnya, agama adalah 
bersifat pribadi dan bersifat universal juga. Dengan jalan ini orang 
makin mengenal agamanya sendiri dan akan melihat bahwa inti 
yang baik dalam agamanya itu terdapat juga dalam agama-agama 
lain. Orang akan mengetahui bahwa inti agama yang baik itu dapat 
dituangkan dalam bentuk yang lain. Dengan dirnasukkannya unsur- 
unsur agama lain ke dalam agama sendiri maka segala akan ber- 
kembang ke arah satu  persatuan dan  akan tercapai suatu 
consociation, suatu koeksistensi religius. Di sini agama-agama besar 
bagaikan sungai-sungai mengalir menjadi satu. Pemikiran ini tidak 
dapat diterima karena agama disini menjadi produk pemikiran 
manusia, padahal agama adalah wahyu yang memberi petunjuk 
kepada akal manusia bukan sebaliknya. 

Ketiga, dengan jalan sintesis, ialah menciptakan suatu agama 
baru yang elemen-elemennya diambil dari berbagai agama supaya 
tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran 
agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. 
Dengan jalan ini orang menduga bahwa kehidupan agama akan 
rukun. Pemikiran ini juga tidak dapat diterima karena agama punya 
latar belakang sejarah sendiri-sendiri yang tidak bisa disintesiskan. 

Keempat, jalan penggantian, ialah mengakui bahwa agamanya 
sendiri yang benar sedang agama lain adalah salah dan berusaha 
agar orang lain masuk ke dalam agamanya. Agama yang hidup 
berbeda dengannya harus diganti dengan agama yang ia peluk dan 



dengan itu ia menduga kerukunan hidup beragama baru dapat 
tercipta. Pendapat inipun tidak dapat diterima karena kita hidup 
dalam masyarakat majemuk (plural society), di sini akan timbul 
intoleransi karena orang akan berusaha dengan segala cara untuk 
menarik orang lain ke dalam agamanya. 

Kelima, jalan agree in disagreement (setuju dalam perbedaan). 
Seseorang percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang 
paling baik dan benar diantara yang lainnya, selain terdapat 
perbedaan juga terdapat persamaan. Dan berdasarkan pengertian 
itulah saling menghargai ditimbulkan antara pemeluk agama yang 
satu dengan pemeluk agama lainnya. Dan berusaha agar tindak laku 
lahirnya sesuai dengan ucapan batin yang merupakan dorongan 
agama yang ia peluk. 

Dengan dasar inilah kerukunan dalam kehidupan beragama 
pada masyarakat plural dalam satu bangsa, dapat diciptakan, sebab 
bagaimanapun juga kebangsaan tidak mungkin dilupakan dan 
apalagi dibuang begitu saja. 

Pluralisme dan Kebangsaan 

Masalah kebangsaan, sebagaimana kaum Marxis lama 
menyebutnya, terletak pada titik pertemuan dari politik, teknologi 
dan transformasi sosial. Bangsa tidak semata-mata ada sebagai 
fungsi-fungsi dari negara teritorial tertentu atau aspirasi untuk 
memapankan suatu negara teritorial, sebagaimana negara dalam 
pengertian revolusi Perancis, tetapi juga dalam konteks tertentu 
dari perkembangan teknologi dan  ekonomi. Sebagian besar 
mahasiswa kini akan setuju bahwa bahasa-bahasa nasional baku, 
lisan atau tertulis, tidak muncul seperti itu sebelum pencetakan 
kesusasteraan umum. Hingga saat ini pun masih diperdebatkan 
bahwa bahasa lisan Italia tertinggi dari apa yang dibutuhkan oleh 
bahasa abad ke-20 di luar lingkup komunikasi domestik dan lingkup 
komunikasi face-to-face, hanya dibangun sebagai suatu fungsi 
kebutuhan-kebutuhan dari program televisi nasional. Bangsa dan 
fenomenanya yang terkait dengan demikian hams dianalisis dalam 
istilah-istilah politik, teknik, administratif, ekonomi dan kondisi- 
kondisi serta persyaratan-persyaratan lainnya. Bangsa-bangsa 
adalah fenomena ganda yang secara esensial dibangun dari atas, 
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tetapi juga tidak dapat dipahami bila tidak dianalisis dari bawah, 
yakni dalam arti asumsi-asumsi, harapan-harapan, kebutuhan, 
keinginan-keinginan serta kepentingan rakyat jelata, yang tidak 
perlu nasional dan lebih kurang nasionalis. 

Jadi, dalam masyarakat majemuk yang di dalamnya terdapat 
sejumlah kelompok, seperti suku bangsa, ras dan agama, setiap 
kelompok budaya juga memiliki pandangan atau sistem nilai yang 
dipegang sebagai landasan untuk memajukan kepentingan- 
kepentingan yang khas. Sistem nilai itu dapat disebut sebagai sub 
ideologi sehingga dalam masyarakat majemuk terdapat sejumlah 
sub ideologi. Dalam situasi ini, ideologi nasional menjadi konsensus 
berbagai kelompok dan golongan kepentingan atau merupakan 
hasil konsensus berbagai sub ideologi. 

Suatu masyarakat majemuk menjadikan nilai nilai kemanusia- 
an, keadilan sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan, ketakwa- 
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai ideologi nasional; 
sedangkan nilai-nilai lain seperti individualisme, komunisme, fasisme 
dan teokrasi tidak mereka jadikan sebagai ideologi nasional karena 
dipandang tidak tepat dan tidak sesuai dengan karakteristik 
masyarakat8 

Secara terminologis, pengertian nasionalisme (kebangsaan) 
pada umumnya mencakup ketaatan terhadap suatu bangsa sendiri 
lebih dari bangsa lain. Di samping itu aspek penonjolan ciri khusus 
bangsa, upaya mempertahankan budaya bangsa dan diperlukannya 
kriteria yang jelas bagi bangsa, merupakan segisegi yang esensial 
dalam nasionalisme. Sifat dasar dan kriteria nasionalitas dapat diberi 
batasan sebagai: bentuk kenegaraan, kesatuan bahasa dan budaya, 
kesatuan warisan umum (common heritage), kesatuan wilayah, 
adanya tujuan bersama dalam menentukan nasib sendiri. 

Secara definitif, Ernest Renan mengartikan nasionalisme 
adalah kehendak suatu kelompok manusia untuk bersatu. Seperti 
terjadi di Perancis, nasionalisme lahir karena adanya pemerintahan 
yang sentralistis dan kuatnya birokrasi yang diciptakan monarki 
absolut. Peranan progresif ini hilang ketika nasionalisme berubah 
arah menjadi kolonialisme, nasionalisme kemudian mirip dengan 
semangat mempertahankan tempat, wilayah atau bangsa dari 
pene-trasi kekuatan yang datang dari luar. 
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Definisi yang agak moderat dikemukakan oleh Rejai. 
Dikatakan, nasionalisme adalah suatu kesadaran keanggotaan di 
dalam suatu bangsa baik secara potensial maupun aktual, secara 
bersama-sama dengan tujuan untuk meraih, memelihara dan 
mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuasaan 
suatu bangsa. 

Perkem bangan Nasionalisme 

Perkembangan nasionalisme di negara-negara yang telah lama 
mapan seperti Inggris dan Perancis, menarik untuk diperhatikan. 
Di Inggris, dengan penyia-nyiaan terhadap persoalan yang berkaitan 
dengan nasionalisme Inggris, suatu istilah yang kedengarannya 
enak di telinga, dibandingkan dengan perhatian yang diberikan 
pada Skotlandia, Welsh, tidak termasuk nasionalisme Irlandia. Dua 
hal penting dalam analisis yang cemerlang dari penulis yakni; Per- 
tama "kesadaran nasional" secara tidak merata berkembang 
diantara pengelompokan-pengelompokan sosial dan daerah-daerah 
dari suatu negeri, perbedaan regional ini dan alasan-alasan khusus- 
nya pada masa lalu telah terabaikan. Hakekat dari kelompok-kelom- 
pok sosial pertama sekali ditangkap melalui "kesadaran nasional", 
kelompok massa rakyat, para pekerja, pembantu, petani, adalah 
yang terakhir dipengaruhi. Kadang-kadang, seperti yang ada di 
Irlandia, ia terjadi sebelum terciptanya suatu negara nasional, 
kemungkinan besar ia lebih sering terjadi setelahnya, sebagai suatu 
akibat dari penciptaan itu. Terkadang seperti di negara-negara yang 
disebut Dunia Ketiga, ia bahkan tidak terjadi kemudian. 

Di sini untuk pertama kalinya, kita mengetahui bahwa lengua 
nacional adalah bahasa resmi dan bahasa kesusasteraan, dan bahasa 
yang umum dipakai di negeri tersebut, yang berbeda dari dialek- 
dialek dan bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lainnya. Keterangan 
dalarn kamus mengenai "dialek" menguraikan hubungan yang sama 
antara dialek dengan bahasa nasional. Sebelum tahun 1884 kata 
nacion hanya berarti "kumpulan penduduk dari suatu propinsi, suatu 
negeri atau suatu kerajaan" dan juga "orang asing". Tetapi sekarang 
kata itu diartikan sebagai "suatu negara atau badan politik yang 
mengakui suatu pusat pemerintahan bersama yang tertinggi" dan 
juga "wilayah yang dikuasai oleh negara tersebut dan penduduknya, 
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dipandang sebagai suatu kebulatan", dan dari sini unsur dari suatu 
negara bersama dan tertinggi adalah bagian terpenting dari definisi- 
definisi seperti itu. 

Mempunyai negara nasional berarti politik telah diinstitusio- 
nalisasikan ke dalam negara nasional dengan menumbuhkan 
sebuah otoritas, dan kepada kelompok diminta partisipasi politlk. 
Sebuah negara nasional juga berarti persaudaraan baru, di atas 
persaudaraan lama. Persaudaraan baru itu berupa dihilangkannya 
kelompok-kelompok horisontal maupun vertikal, dan hanya dikenal 
satu macam persaudaraan, persaudaraan nasional. Kalau persau- 
daraan lama masih dipertahankan, persaudaraan baru dalam 
negara nasional itu tidak akan efektif.1° Akan tetapi kesatuan dalam 
bidang tertentu tidak menjamin adanya kesatuan dalam hal lainnya 
seperti agama dan suku, pluralisasi dalam komunitas negara bangsa 
ini adalah kenyataan dan perbedaan itu tidak mustahil membawa 
konflik. 

Satu usaha untuk menjawab masalah pluralisasi dalam 
komunitas negara bangsa adalah dengan mengaktualisasi "emosi 
kebangsaan". Tujuannya adalah untuk menciptakan perekat sosial 
baru yang dapat mengintegrasikan kesatuan-kesatuan sosial yang 
berbasis pada etnisitas. Kesatuan sosial inilah yang mungkin per- 
tama-tama mengalami pluralisasi. Ketika mereka terintegrasi 
kedalam satu kesatuan sosial yang lebih luas yakni komunitas 
negara-bangsa (nation-state) tidak dengan sendirinya perekat satu 
kesatuan sosial itu menjadi perekat sosial komunitas negara bangsa 
yang telah majemuk itu. Menurut JJ.Rousseau, dengan menciptakan 
suatu emosi nasionalisme atau emosi kebangsaan baru dapat 
diciptakan perekat sosial baru yang mampu memelihara integrasi 
komunitas besar yang majemuk, yaitu yang disebutnya civil religion. 
Menurut Rousseau, agama terbagi dua: agama pribadi dan agama 
secara kewarganegaraan yang disebut selanjutnya dengan emosi 
kebangsaan. 

Emosi kebangsaan memberi suatu substitusi sistem kepercaya- 
an bagi pelbagai kesatuan sosial religius historis yang hidup 
berdampingan di dalam suatu negara sebagai satu bangsa untuk 
hidup toleran dan terbuka serta memiliki komitmen moral etik 
kepada negara bangsa. Dengan emosi kebangsaan masyarakat 
terdorong untuk mencintai tugas dan kewajiban sebagai warga 



negara. Emosi kebangsaan berfungsi sebagai "agama politis" yang 
merekatkan dan memelihara integritas komunitas nation-state. 

Gagasan ini dikembangkan di Jepang, Mexico, Itali, Amerika 
Serikat. Menurut Bellah, civil religion berkaitan dengan pemberian 
legitimasi religius kepada negara.ll Tetapi civil religion ini tidak 
dimaksudkan untuk membuat legitimasi religius yang disebut 
arkhais dimana hubungan manusia dengan Tuhan harus melalui 
raja dan tidak pula untuk mengimpose suatu agama historis. Civil 
religion atau emosi kebangsaan ini akan berfungsi melengkapi keter- 
batasan peran agama-agama historis dalam masyarakat majemuk. 
Karena "emosi kebangsaan" akan memberi peluang bagi baik 
agama-agama historis maupun kesatuan-kesatuan sosial yang ber- 
beda untuk bersikap terbuka dan toleran. Demi komitmen etis 
kepada negara bangsa, dengan kata lain, civil religion akan merupa- 
kan suatu public piety yang berfungsi merekat kesatuan-kesatuan 
sosial yang berbeda menjadi satu kesatuan komunitas nasional 
untuk mengabdi kepada negara bangsa dalam rangka pengabdian 
kepada Tuhan. 

Jadi, suatu "emosi kebangsaan" ini sesungguhnya adalah 
konsep pularisme baru yang merupakan suatu public piety yang 
berfungsi memberi legitimasi "religius" kepada kenyataan negara 
serta mengharmonikan hubungan agama dan negara. Dengan civil 
religion ini terbuka kemungkinan adanya toleran dan saling 
menghargai dan mengakui perbedaan dalam kehidupan masyarakat 
majemuk dalam suatu komunitas nasional. Di atas semuanya "emosi 
kebangsaan" akan menumbuhkan nilai-nilai public religiousity yang 
mengatasi nilai-nilai agama yang ada pada kesatuan sosial religius 
dan sekaligus berfungsi sebagai perekat kemajemukan dalam suatu 
komunitas nasional. Dan akhirnya menemukan identitas mereka 
sebagai suatu "bangsa". 

Namun emosi kebangsaan ini tetap masih ada titik lemahnya, 
yaitu jika ia berlebihan akan berpotensi melahirkan "totalitarianis- 
me" atau "liberalisme demokratis". Yakni suatu pengagungan diri 
berlebihan dan intoleransi demi ideologi negara semata. Namun, 
hal ini bisa di atasi dengan memainkan perannya didalam negara 
bangsa. Pada satu sisi, agama historis adalah agama pribadi yang 
berfungsi membimbing seseorang pada pengenalan akan Tuhan dan 
memberi bimbingan moral, etis dan spritual kepadanya. Di sisi lain, 
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ia dapat pula berfungsi politis dalam arti meletakkan dasar-dasar 
moral etis bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. 
Untuk itulah dari agama historis diharapkan dapat menunjukkan 
sikap toleran dan sikap positif-kreatif untuk bekerjasama di antara 
mereka dalam rangka menjalankan kedua fungsi tersebut. 

Berdasarkan perspektif ini, masyarakat Indonesia sejak ber- 
abad-abad lalu telah hidup dalam kemajemukan dan multikultural 
baik dalam lapisan etnisitas dan agama-agama.12 Kesadaran akan 
pluralisasi mulai dirasakan ketika menghadapi kebudayaan modem 
dari Barat yang pada gilirannya membentuk kesatuan sosial baru 
yang lebih besar, yakni komunitas negara bangsa modern. Ia datang 
lewat sekolah, sistem pemerintahan dan kenegaraan. Dengan kata 
lain, nation-state merupakan jawaban terhadap pluralisasi, karena 
dalam komunitas nation-state semua kesatuan-kesatuan sosial yang 
berbeda basis dan latar belakangnya direkat secara baru dalam satu 
kesatuan bangsa Indonesia. Dalam ha1 ini, Pancasila merupakan 
perekat negara bangsa yang telah dicoba selama setengah abad 
sekalipun pada zaman Orde Baru terkesan ada pemaksaan. 

Bhinneka lhnggal Ika sebagai instrumen politis dan kultural 
atas pengakuan akan adanya keanekaragaman budaya memang 
sedang dalam ujian historis berupa konflik sosial baik bersifat vertikal 
maupun bersifat horizontal. Bahkan pertumpahan darah serta 
fenomena etno-phobia tumbuh dengan derasnya tanpa ditemukan 
jalan keluarnya. Makna persatuan dan kesatuan yang telah 
dikumandangkan sejak tahun 1928 dan bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) terkesan dipertanyakan. Kasus-kasus 
yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso dan Kalimantan Barat dan Tengah 
merupakan bukti m e n d  dari fenomena keanekaragaman budaya 
Indonesia yang sampai kini merupakan persoalan pelik. Salah satu 
faktor penting yang terkait dengan kebudayaan nasional yang telah 
ditafsirkan sebagai ideologi politik, adalah penyebab tirnbulnya krisis 
kultural Indonesia. Pengelompokan Jawa-non Jawa, Muslim non- 
Muslim, pribumi-keturunan, tampak telah memainkan peranan 
dominan dalam asirnilasi kebudayaan. 

Namun demikian, pluralisasi tetap berlanjut dalam berbagai 
kesatuan atau kelompok sosial kultural dalam nation-state, bahkan 
juga suatu gejala dimana proses kompetisi sehat maupun tidak sehat 
terus berlangsung antarkesatuan sosial maupun antarindividu. 



PLUML~SHE AGAHA DAN NULTIKULTURALISHE 
UIAHA NEWURI P E R ~ T  SOIIAL 

Cara lain untuk menjawab pluralisme baru adalah "reaktuali- 
sasi makna agama" dalam kehidupan manusia, yang dikenal dengan 
sebutan "kebangkitan kembali agama". Ini telah terjadi secara global 
pada periode terakhir abad XX. Reaktualisasi makna agama dalam 
rangka memunculkan bentuk pluralisme baru. Aplikasinya terjadi 
baik pada level nasional ataupun pada level sosial yang luas. Apa 
yang dikemukakan John Naisbit dan Patricia Aburdene tahun 199013 
bukanlah yang pertama. Jauh sebelumnya, yaitu tahun 1977 dalam 
seminar di London School of Economics, Daniel Bell sudah bicara 
mengenai the return of the sacred.14 Keduanya hendak mengungkap- 
kan gejala kebangunan kembali agama-agama dan kebudayaan 
yang sudah mulai terjadi sejak dekade 1970an. Huntington adalah 
manusia pertama yang mengobarkan kekhawatirannya bahwa 
musuh Barat sekarang ini hanyalah agama Islam, yang dapat 
diartikan bahwa agama historis ini sebagai ancaman pluralitas. 

Kebangkitan kembali agama sejak tiga dekade yang lalu terjadi 
dalam bentuk fundamentalis-konservatif ataupun "liberal-humanis" . 
Secara sederhana reaktualisasi makna agama muncul dalam dua 
gejala: Fundamentalisme yang introvert dan ekslusif dan pengung- 
kapan secara baru pemahaman dan penghayatan keberagamaan 
universal. 

Gejala lahirnya fundamentalisme yang introvert dan eksklusif 
di era pasca modem erat kaitannya dengan reaksi manusia terhadap 
modemisme dan sekularisme.15 Sedang pengungkapan secara baru 
pemahaman dan penghayatan agama universal berkaitan dengan 
respon terhadap kebutuhan akan hidup beragama secara baru 
dalam pluralitas sosial atau masyarakat majemuk dan ini telah agak 
lama muncul. 

Reakltualisasi makna agama merupakan bukti bahwa walau- 
pun industrialisasi dan modernisasi memiliki kemampuan 
mentransformasi kehidupan sosial budaya dan ekonomi dalam 
rangka kesejahteraan dan kemakrnuran, tetap memiliki keterbatas- 
an. Masalah moral, etis dan spritual manusia tidak dapat sepenuhnya 
dijawab hanya oleh pemenuhan kebutuhan ekonomis dan material. 
Agama memiliki caranya sendiri dalam menjawab masalah-masalah 
yang tidak sanggup dijawab oleh ilmu dan teknologi. Ada dimensi 
potensial pada agama yang sangat sulit dikesampingkan. 



Pandangan Islam 

Bangkitnya nasionalisme berawal dari keberhasilan bangsa 
terjajah atau negara miskin mematahkan belenggu kolonialisme 
Barat dan mendirikan negara-negara nasional di Benua Afrika 
khususnya di bagian selatan Sahara. Mereka gigih melawan kolonia- 
lisme Perancis, Inggris, Belgia dan Jerman. Semua itu adalah cermin- 
an nasionalisme Asia Afrika, yang digetarkan oleh Konferensi 
Bandung 30 tahun yang lalu, dan melahirkan gerakan Non Blok, 
yang tidak ingin mengikatkan diri secara ideologis maupun militer, 
baik dengan blok liberal kapitalisme maupun dengan blok otoriter- 
-komunisme. 

Bagi Asia Afrika terrnasuk dunia Islam, abad ke 20 adalah abad 
nasionalisme, di mana reformisme agama Islam, Hinduisme, 
Budhisme, Konfusianisme, dan lain-lain ikut ambil bagian penting 
dalam kebangkitan nasionalisme itu. Dalam negara-negara nasional 
yang didirikan oleh nasionalisme itu, fungsi agama masing-masing 
diakui sebagai syarat mutlak untuk nation and character building. 

Komunitas Islam terbentuk karena empat pilar, yaitu shalat, 
zakat, puasa, dan haji. Empat pilar ini memerlukan komunitas dalam 
pelaksanaannya. Keharusan shalat Jumat telah menyebabkan orang 
terorganisasi dalam masjid. Di masa lalu di Sumenep, karena mazhab 
Syafi'i menentukan bahwa sahnya shalat Jumat ialah hadimya 40 
orang, orang terpaksa mendirikan masjid desa. Kalau tidak, orang 
akan berjamaah di tempatnya sendiri, kelompok kecil-kecil yang 
terdiri dari lima enam rumah. Demikianlah sekarang langgar, 
mushalla, masjid, meunasah didirikan untuk be jamaah. 

Zakat mengharuskan orang terlibat dalam urusan lingkungan, 
mencari penerima zakat menyebabkan orang mengetahui fakir 
miskin dalam masyrarakat. Demikian juga dengan puasa, setidaknya 
orang harus berhubungan dengan orang lain untuk menentukan 
awal dan akhir bulan. Haji membuat orang berkumpul dan memilih 
biro perjalanan, pergaulan selama musim haji, dan pengajian- 
pengajian sesudahnya juga menyebabkan orang berkumpul. Semua 
itu menjurus pada terbentuknya solidaritas dalam sebuah 
komunitas. Sayangnya, terbentuknya perkumpulan-perkumpulan 
kadang-kadang justru memperlemah solidaritas umat. Karena 
solidaritas tidak lagi solid, terpecah kedalam satuan-satuan kecil. 



Hanya dalam saat-saat kritis seperti zaman dibubarkannya PKI, atau 
krisis Timtim 1995 orang bersatu. Mungkin itu bukti bahwa umat 
Islam punya semacam "mentalitas krisis " . 

Sifat komunitas Islam sebagai kolektivitas ialah komprehensif 
dan egalitarian. Komprehensif dalam semua dimensi kehidupan. 
Pada ujungnya komunitas IsIam merupakan satuan sosial, ekonomi, 
politik, budaya, dan mempunyai sejarah sendiri. Sebuah masjid 
seharusnya menjadi pusat luasan yang disebut komunitas Islam, 
sama persis seperti  kantor adalah pusat jaringan birokrasi. 
Egalitarianisme itu di antaranya ditunjukkan dalam masjid. Pada 
waktu masyarakat pada umumnya terkotak dalam kelas-kelas, 
masjid adalah benteng egalitarianisme. Di India pada waktu kuil 
dan gereja terkotak-kotak karena feodalisme dan sistem kasta, masjid 
tetap mengekspresikan egalitarianisme. 

Negara Nasional dalam Konsep Islam 

Walaupun Islam itu universal, tidak mengenal batas wilayah 
dan golongan manusia, al Qur'an mengakui adanya pengelompokan 
manusia ke dalam bangsa-bangsa (al--Hujurat 49: 133). Tidak ada 
satu ayat pun yang melarang pengelompokan atas dasar ras, bahasa, 
dan sejarah. A1 Qur'an melarang untuk berselisih atas dasar penge- 
lompokan itu (baca Ali Imran 31: 105). Demikian juga Rasul me- 
larang al-ashabiyyah (chauvinisme), nasionalisme yang sempit dan 
agresif. Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi berisi persatuan 
orang-orang berbeda agama untuk bersama-sama mempertahankan 
Madinah. Rupa-rupanya istilah wathan  (tanah air) itu populer di 
kalangan umat Islam. Pada Zaman Revolusi hadis Nabi "Hubbul 
wathan  minal iman" atau "Mencintai tanah air i t u  sebagian dari 
iman" terkenal di kalangan anggota laskar Hizbullah. Dikotomi antara 
kelompok "hijau" dan kelompok "merah putih" (Islam vs kebangsa- 
an, Islam vs Pancasila tidak punya alasan doktrinal maupun historis, 
tetapi hanya dibuat untuk kepentingan politik murahan yang justru 
mengaburkan isu yang sebenamya). Dikotomi dalam masalah ini 
adalah dialog budaya yang sehat (Islam vs HAM, Islam vs demokrasi, 
Islam vs kebebasan, Islam formal vs IsIam material, IsIam politik 
dan Islam budaya, Islam simbolis dan Islam substantif, kesalehan 
sosial vs kesalehan individual, ritualisme vs pietisme dan seterusnya). 
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Nasionalisme Indonesia berdasarkan persaudaraan baru 
antarwilayah, antarsuku, dan antarbahasa (persaudaraan horizontal) 
sudah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada 1928 dan sudah 
selesai dengan Proklamasi 1945. Meskipun tidak ada lagi masalah 
politik secara horisontal, tapi ada masalah ekonomi dan budaya. 
Misalnya, masalah Kawasan Barat-Kawasan Timur dan kota-desa. 
Yang sama sekali belum terselesaikan dengan adanya kemerdekaan 
adalah persaudaraan baru secara vertikal antar lapisan dalam 
masyarakat. Persaudaraan baru secara vertikal ini di negara-negara 
maju di antaranya berupa legislasi tentang social security dan 
peraturan lain yang memberi kesempatan yang sama pada semua 
warga negara. Di Indonesia, tidak semua orang menikmati 
kemerdekaan, Aceh belum pernah merasa merdeka dan ingin 
referendum. Jadi, definisi pe rjuangan politik nasional kita dalam 
masa industrialisasi ini adalah perjuangan ke arah persaudaraan 
vertikal, bukan perjuangan untuk hegemoni suatu kelompok. 

Banyak kemungkinan bahwa dalam masa industrialisasi terjadi 
ketegangan antarkelompok secara vertikal. Tugas negara nasional 
ialah conflict management, pengelolaan ketegangan. Sebagai sebuah 
civic society, negara nasional diminta untuk mengelola ketegangan 
melalui partisipasi politik semua warga negara. Partaipartai politik 
seharusnya lebih aktif berbuat, sehingga peran sebagai agen 
kepentingan masyarakat dan kontrol politik lebih tampak. 

Peran Negara Menurut Islam 

Sejarah manusia sudah meninggalkan fase masyarakat natural, 
kini kita sampai pada fase masyarakat manusiawi. Masyarakat perlu 
dipandang sebagai kesatuan. Kemanunggalan manusia disebut 
dalarn surah al-Hujurat 49: 13. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim menyatakan, 'Vadilah kalian hamba Alah yang 
bersaudara. " 

Perbedaan antara class divided society dengan civil society 
ialah adanya distributive justice pada civil society 'Wemokrasi Sosial 
adalah keharusan yang tak bisa ditawar lagi, apabila kita meng- 
inginkan negara modern dengan kemanusiaan yang adil dan 
beradab. 



Banyak orang menilai bahwa welfare state, negara kesejah- 
teraan seperti Belanda dan banyak negara Eropa lain lebih Islami 
dari negara-negara Islam. Kritik terhadap welfare state adalah suatu 
negara sangat birokratis, kaku, tidak alarniah. 

Di Amerika Partai Republik cenderung mengurangi social 
security dan menyerahkan kembali pada sistem pasar, dan Partai 
Demokrat cenderung memperluas social security, karena itu mereka 
disebut "liberal" yang kira-kira sama dengan "sosialis" di Eropa. 

Konsep Kesatuan (Wahdah) 

Umat Islam secara bersamaan bergabung dalam dua macam 
kesatuan: kesatuan subjektif dan kesatuan objektif. Subjective ialah 
sesuatu yang hanya ada dalam pikiran seseorang, karena itu tidak 
dapat diketahui dari luar; sedangkan objective ialah sesuatu yang 
adanya tidak tergantung pada pikiran seseorang.17 

Kesatuan berdasarkan kesamaan agama ialah kesatuan 
subjektif. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 
Ibnu Umar menyatakan bahwa orang Islam itu bersaudara dengan 
Muslim lain. Surah al-Hujurat 49:10 menyatakan: Sesungguhnya 
orang-orang Mukmin itu bersaudara. Kesatuan inilah yang menye- 
babkan umat Islam menjadi pelaku dalam sejarah, termasuk sejarah 
politik. Kesatuan ini juga disebut kesatuan primer, karena per- 
gerakan Islam bertumpu padanya. 

Selain itu, umat dapat bergabung dalam kesatuan-kesatuan 
objektif. Mereka adalah kesatuan berdasarkan biologi (manusia 
secara keseluruhan), kesatuan warga negara (nasional, daerah, kota, 
desa), antar-negara (Indonesia, Malaysia, Asean, APEC), partai (PPE 
PK, PAN PKB, PBB, GOLKAR), bisnis (koperasi, himpunan pengusaha, 
usaha multinasional), kepentingan (buruh, tani, pedagang K5), dan 
hobi (golf, tenis, badminton, motor, mobil, tosan aji, batu mulia, 
perkutut). Kesatuan ini bersifat sekunder, sebab cita-cita Islam harus 
direalisasikan lewat sarana objektif, bersama orang lain termasuk 
non Muslim. 

Mengenai kesatuan kemanusiaan, al-Qur'an dalam surah al 
Baqarah 2: 213 menyatakan: " Manusia itu umat yang satu," dan 
secara biologis manusia itu bersaudara karena mereka diciptakan 
Tuhan dari ayah dan ibu yang sama (baca al-Hujurat 49: 13). 
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Baik kesatuan subjektif maupun kesatuan objektif dapat 
menjadi sebuah kontradiksi (menjadi musuh) di mata umat Islam. 
Meskipun demikian, doktrin tentang kesatuan itu harus dinomor 
satukan, sehigga Nabi menyatakan: "Belalah saudaramu, baik ia 
berlaku aniaya maupun teraniaya ". Dinyatakan selanjutnya bahwa 
cara "membela" penganiaya ialah mencegah perbuatan jahatnya.I8 

Namun kesatuan yang diharapkan adalah yang bukan 
dipaksakan dan menghilangkan keragaman. Lebih-lebih lagi kalau 
kita arahkan pada negeri tercinta Indonesia yang sangat beragam 
dari berbagai aspek. 

Wdayah Tbritorial, atau Negara Teritorial merupakan alternatif 
jawaban dari suara ideologi kemasyarakatan atau kerakyatan yang 
Islami tentang pemecahan atas kemelut negara Republik Indonesia 
kini. Ini barangkali suatu pemikiran strategis terhadap masalah 
bangsa dan negara yang terdiri atas 17.000 pulau yang direkat oleh 
laut di wilayah khatulistiwa ini. Konsep negara teritorial sebenarnya 
lebih tepat sebagai pengganti konseplsistim Negara Kesatuan yang 
sejak tataran teoritispun sebenarnya mengalami problem. Salah 
konsep dan salah sistem akan berdampak buruk pada pengelolaan 
negara kepulauan ini. 

Susunan alam Indonesia sendiri sudah menunjukkan pluralitas 
dan multikulturalitas. Ada keragaman suku bangsa, adat istiadat, 
cara bereaksi, cara menyindir, tabu atau pantangan, dan sebagainya. 
Ada beragam jenis dan tipologi desa; desa pantai, desa nelayan, 
desa kerajinanlindustri kecil, desa pertanian, desa perkebunan, desa 
transmigrasi, desa terpencil, desa di pulau-pulau, desa di gunung- 
gunung, desa tepi sungai/danau/hutan, desa adat, desa santri, desa 
bromocorah, desa pinggir kota, desa tepi selat, dan sebagainya. Ada 
beragam agama dan ajaran. Ada beragam warna kulitlrambut dan 
sebagainya. Ada beragam bekas kerajaan feodal asli dan feodal 
kolonialis serta feodal Jawa. Ada beragam pengalaman sejarah sejak 
jaman kuno sampai dengan tahun 2000, antara lain: ada daerah- 
daerah yang pernah menjadi wilayah kerajaan Mulawarman, Kutai, 
Sriwijaya, Majapahit; dan ada yang tidak pernah menjadi bagian 
wilayah kerajaan-kerajaan tersebut; ada daerah-daerah yang 
melawan penjajahan Belanda secara terus-menerus walaupun kalah 
dalam berbagai pertempuran. Tetapi ada juga yang menyerah habis- 
habisan kepada penjajah, dan malahan menjadi alat penindas 



bangsanya sendiri; (lihat sejarah perjuangan rakyatldaerahdaerah: 
Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Solo atau 
Surakarta, Yogya, Bali, Palembang, Minangkabau, Riau, Flores, 
Timor, MinahasaIManado dan lainlain tanpa mengurangi peng- 
hargaan bagi rakyatldaerah yang belum disebut disini); ada daerah- 
daerah yang kaya sumber daya alamnya, tetapi ada daerah-daerah 
yang miskin sumber daya alamnya; terdapat ribuan sungai, ratusan 
selat, ratusan gunung, puluhan danau, ribuan teluk, ribuan tanjung, 
puluhan pegunungan; terdapat ribuan jenis tumbuh-tumbuhan dan 
ratusan jenis hewan (flora dan fauna); terdapat puluhan jenis bahan 
tambang galian dan sebagainya. 

Terhadap gambaran itu semua, keragaman dan kemajemukan 
selayaknya tidak bersifat pasif. Pasivisme merupakan potret tak 
berwarna atau lukisan tak be rjiwa, tidak menimbulkan inspirasi dan 
daya kreatifitas apapun. Namun perlu tindak lanjut. Karena modal 
keragaman tersebut, hidup menjadi bemakna. Oleh manusia beku 
pikir karena tidak mendapat ilmu dan hikmah, alam keragaman 
diplintir menjadi sekedar kemajemukan. 

Kata-kata pujian, seperti alhamdulillah atas segala anugerah 
dari Allah Sang Maha Pencipta dan Maha Penjaga yang sering 
didengar dalam khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah, pun tidak 
akan merubah apa-apa.  Kemajemukan dan  keragaman atau 
pluralisme agama tanpa disadari sering menjadi problem karena 
bertolak belakang dengan esensi persatuan yang sangat tergantung 
pada kecerdasan penafsirnya. 

Oleh karena itu, membicarakan pluralisme agama dari kaca- 
mata Islam memerlukan pernikiran yang integral disamping hams 
hati-hati karena tidak bisa lepas dari masalah aqidah dan dapat 
menimbulkan pro kontra dan konflik internal. Memang tidak dapat 
dipungkiri, semua agama menekankan dimensi absolutisme 
terutama berkaitan dengan masalah keyakinan atau keimanan (faith). 
Dimensi ini merupakan struktur fundamental doktrin agama. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa semua agama dibangun dan 
dikembangkan dengan dasar kepercayaan kepada realitas yang 
absolut (absolute reality) 

Dalam Islam, dimensi ini disebut dengan aqidah, yang 
mempunyai kedudukan paling utama jika dibandingkan dengan 
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dimensi-dimensi ajaran lainnya. Fungsi aqidah, seperti juga dalam 
agama-agama lain, untuk memperkokoh penghayatan seseorang 
terhadap agamanya. Seperti dikatakan oleh Fritjof Schuon dalam 
bukunya Islam and the Perennial Philosophy, setiap agama agar 
secara instrinsik dianggap ortodoks harus didukung sepenuhnya 
oleh doktrin yang memadai tentang yang Mutlak. 

Terdapat beberapa persoalan yang perlu dijawab sehubungan 
dengan dimensi di atas. Pertama, seberapa jauh manusia mampu 
menangkap realitas yang absolut itu. Kedua, bagaimana mendudu- 
kan yang absolut tersebut dalam hubungannya dengan agama- 
agama lain. Ketiga, kalau sepakat diperlukan adanya dialog, harus- 
kah dialog agama meletakkan yang absolut pada posisi relatif guna 
menerima atau paling tidak memahami agama-agama lain. 

Pertanyaan-pertanyaan di atas perlu dikemukakan, karena 
seringkali dijadikan pembenar seseorang terhadap apa yang telah 
dipahami dari ajaran-ajaran agamanya. Semua pemikiran yang 
memandang hanya agamanya yang absolut nilai kebenarannya, 
dapat melahirkan klaim-klaim kebenaran (truth claim) yang menafik- 
an paham kelompok lain, baik internal maupun eksternal (agama 
lain). 

Dalam proses pembacaaan dan pemahaman terhadap teks- 
teks doktrin agama, ada dua eksistensi realitas yang tidak sama, 
meskipun tidak saling bertentangan. Kedua realitas yang dimaksud 
adalah Tuhan yang secara eksistensial berlaku kemutlakkan univer- 
sal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (space and time); realitas 
lainnya ialah manusia yang padanya berlaku hukum-hukum eksis- 
tensial sebagaimana makhluk lainnya, yaitu keterbatasan (nisbi). 

Sebagai makhluk yang bersifat nisbi, pengertian dan 
pengetahuan manusia tidak mumgkin mampu menjangkau dan 
menangkap agama sebagai doktrin kebenaran secara tepat dan 
menyeluruh. Hal itu hanya ada dalam ilmu Tuhan. Dengan dernikian, 
apabila seorang penganut agama mengatakan perkataan agama, 
yang ada dalam pikiraamya adalah agamanya sendiri, aliran yang 
dianutnya, serta pengertian dan pemahamannya sendiri. Pengertian 
dan pemahaman seseorang tentang agama yang dianutnya jelas 
bukanlah agama itu sendiri. Karena itu tidak ada alasan untuk apriori 
dan menyalahkan pengertian dan pemahaman orang lain.lg Kita 
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tidak bisa berharap banyak untuk mengembangkan sikap pluralistik 
dan tumbuhnya budaya dialog dengan agama-agama universal, jika 
klaim-klaim kebenaran menjadi bagian dari keberagamaan yang 
dominan. 

Dalam konteks epistemologi posmodemisme, semua kecende- 
rungan untuk memutlakkan paham keagamaan di atas ditolak. 
Dalam paham keagamaan, posmodernisme menghendaki adanya 
relativisme, dan dengan dernikian, juga pluralisme, karena relativis- 
me bermuara pada pengakuan keragaman kebenaran. Semua 
pemutlakkan pemahaman harus didekonstruksi (dibongkar). 
Kenapa didekonstroksi? Alasan yang mendasar karena pemutlakkan 
memunculkan akibat sosiologis terjadinya hirarki penafsiran yang 
menempatkan paham keagamaam tertentu pada posisi pusat 
(centre), dan paham lainnya pada posisi pinggiran (marginal). 

Struktur hirarkis dan hegemonik tersebut tidak hanya meng- 
ekslusi paham keagamaan lain, namun juga menundukkan dan 
mensubordinat. Sebagai wacana terbuka, agama memberikan 
peluang secara demokratis untuk diinterpretasikan oleh semua 
golongan dengan pendekatan yang berbeda pula. 

Jika epistemologi posmodernisme dikembangkan secara 
konsisten, irnplikasi yang segera nampak adalah pengakuan secara 
jujur terhadap relativisme pemaharnan terhadap pesan Tuhan dalam 
kitab suciNya. Atas dasar ini, klaim-klaim kebenaran dijauhi dan 
pada tahap selanjutnya, dengan sikap toleransi eukumenik mene- 
rima pemahaman oramg lain. Relativisme internal tidak berarti 
menghilangkan sama sekali (nihilisme) kebenaran agama seseorang 
yang selama ini dipeluk. 

Dalam masyarakat luas masih terdapat ketakutan bahwa 
relativisme internal dan dialog agama-agama dikhawatirkan akan 
menirnbulkan keberagamaan sinkretik. Kekhawatiran ini bisa saja 
terjadi karena terdapat persoalan teologis dan kultural yang belum 
terselesaikan. Persoalan teologis berkaitan dengan pemahaman 
mengenai hakikat universalisme agama. Bahwa semua agama pada 
dasarnya secara esoterik disatukan dengan kebajikan universal, 
yang menjadikan setiap agama sama-sama mempunyai kepedulian 
terhadap persoalan kemanusiaan, masih belum dipahami. Mayoritas 
masyarakat masih terpukau pada dimensi eksoterik agama yang 
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cenderung ritualistik, simbolik dan formalistik, tanpa menyadari 
kemana muara dari dimensi eksoterik ini. Dan, secara kultural, 
dialog-dialog agama sebagai bagian yang terpenting dalam 
menciptakan dinamisme keberagaman, belum tercipta. 

Jika ditengok ke belakang, dalam sejarah Islam, pengalaman 
mengenai pluralisme agama, setidaknya dalam pengertian actual 
plurality, telah berkembang sejak permulaan sejarah. Hal ini terekam 
dalam al-Qur'an yang menyebut Ahlul Kitab sebagai suatu kategori 
orang lain agama (the religious other). Di Madinah, ketika Nabi 
Muhammad hijrah bersama para pegikutnya yang merupakan orang- 
orang Muslim awal, ditemukan kelompok-kelompok suku Aus dan 
Khazraj, yang kemudian memeluk agama Islam, dan komunitas 
Yahudi yang terdiri lebih dari dua puluhan suku. Yang paling ter- 
kemuka adalah Bani Ouraidhah, Bani Nadhir dan Bani Qainuqa'. 
Bersama dengan Bani 'Auf dan Bani al-Najjar, yang juga merupakan 
suku-suku Yahudi, mereka menguasai bagian daerah paling subur 
di selatan Madinah. Konsentrasi komunitas Yahudi terbesar di Utara 
Hijaz adalah Khaibar yang terletak antara Madinah dan Taimah. 
Komunitas agama lain yang, meskipun secara fisik absen dari 
Madinah tetapi merupakan objek wacana al-Qur'an mengenai orang 
lain agama, adalah orang-orang Kristen. Perkenalan Nabi 
Muhammad dengan agama Kristen telah mulai sejak beliau belum 
menjadi rasul. Dalam perjalanan dagangnya ke Syria, Nabi 
Muhammad bertemu seorang zahid (asketik) Kristen dan bahkan 
di Mekah sendiri ia menyaksikan pedagang-pedagang Kristen yang 
berkunjung ke kota tersebut. Para pengikutnya yang hijrah dua kali 
ke Abissinia bahkan menikmati perlindungan yang diberikan oleh 
penguasa negeri itu yang beragama Kristen. Kehadiran delegasi 
Kristen Najran dari selatan Arabia membuat perkenalan umat Islam 
awal dengan agama itu lebih intens karena diskusi yang dilakukan 
banyak menyangkut teol~gi.~O 

Kedua komunitas agama ini kemudian dimasukkan ke dalam 
kategori "orang lain agama" yang diakui dan diterima kehadirannya 
dalam komunitas Mu~lim.~' Di dalam tradisi Islam terdapat beberapa 
qarinah (indikasi) yang menunjukkan pengakuan terhadap orang 
lain agama sebagai dapat dilihat berikut ini.22 

Pertama, konsep umat dalam Piagam Madinah tidak hanya 
meliputi orang-orang Muslim tetapi juga meliputi orang lain agama. 



Dalam pasal 25 dari Piagam tersebut dinyatakan: 

"Bahwa orang-orang Yahudi Bani ' Auf adalah satu umat bersama orang- 
orang Mukmin; bagi orang-orang Yahudi itu agama mereka dan bagi 
orang-orang Mukrnin agama mereka. (Ketentuan ini berlaku bagi) klien- 
klien dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berlaku zalim 
dan bertindak salah, maka ia tidak lain hanya mernbawa keburukan 
atas dirinya dan ke l~arganya" .~~ 

Konfirmasi terhadap kenyataan sejarah Madinah ini dapat 
dirujuk pada beberapa ayat dalam al-Qur'an, misalnya firman Allah 
yang artinya: "Sesungguhnya ini adalah umatmu, umat yang satu, 
dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku" (23:52). 

Kedua, formulasi hukum Islam memberikan pegakuan yang 
tegas teradap orang lain agama (dalam ha1 ini Ahlul Kitab). Dua 
aspek hukum Islam yang sangat erat kaitannya dengan hubungan 
Muslim-orang lain (Muslim-other relations), yaitu hukum makanan 
dan perkawinan, menunjukkan sifat inklusif Islam. Dalam surat al- 
Ma'idah ayat 5 dinyatakan bahwa makanan (sembelihan) "orang- 
orang yang diberi kitab" adalah halal bagi Muslim.24 Ayat yang sama 
juga menyatakan bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan 
Ahlul Kitab tersebut. Bahwa kemudian muncul ijtihad yang mem- 
buat pembatasan terhadap kebolehan laki-laki Muslim mengawini 
wanita Ahlul Kitab disebabkan oleh te jadinya dinamika sosial dan 
kebutuhan komunitas Muslim pada waktu tertentu untuk meme- 
lihara kohesi sosial dan integritas umatnya. Di Indonesia fatwa Majlis 
Ulama I n d ~ n e s i a , ~ ~  Keputusan Tarjih M ~ h a m m a d i y a h , ~ ~  dan  
Kompilasi Hukum Islam27 yang melarang perkawinan antaragama 
mencerminkan dinamika sosial umat Islam Indonesia dan ke- 
butuhannya untuk memelihara integritas umat yang merupakan 
suatu maslahat yang menjadi tujuan agama. Pelarangan suatu 
ketentuan yang oleh nas diperbolehkan atas pertimbangan kemas- 
lahatan itu dalam terminologi hukum Islam disebut dengan 
syaddud-al-dhari'ah (tindakan pencegahan). Perubahan hukum 
karena perubahan keadaan dan dinamika sosial itu bisa saja te qadi 
sesuai dengan kaidah hukum Islam (al-qawa'id al-fiqhiyyah) yang 
berbunyi "Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan 
zaman dan t e r n ~ a t " . ~ ~  

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w. 75111350) menegaskan dalam 
bukunya Ham AI-Muwaqqi'in, "perubahan hukum itu terjadi karena 
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perubahan tempat, waktu, keadaan dan adat k e b i a ~ a a n . " ~ ~  

Ketiga, fikih sebagai te jemahan dari nilai-nilai syariah juga 
memberikan pengakuan yang tegas terhadap kehadiran orang lain 
agama dalam komunitas Islam. Keempat, Islam bahkan mengakui 
spiritualitas Ahlul Kitab seperti tercermin dalam firman Allah Ali 
Imran 3:113-5: 

"Mereka itu tidaklah sama; di antara Ahlul Kitab itu ada golongan 
yang yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah beberapa 
waktu di malam hari sembari melakukan sujud (sembahyang). Mereka 
beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, memerintahkan yang 
ma'ruf, mencegah yang munkar dan bergegas dalam (mengerjakan) 
kebajikan; dan mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Dan apa 
saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka mereka tiada sekali-kali 
dihalangi (menerima pahala)-nya; dan Allah Maha Mengetahui orang- 
orang yang bertakwa." 

Atas dasar adanya pengakuan mengenai pluralisme agama 
seperti dikemukakan di a tas ,  maka dalam kedua ayat yang 
dikemukakan di atas [QS. 2:148 dan QS.5:48] dimunculkan konsep 
perlombaan dalam kebaikan dengan firman-Nya, " maka berlomba- 
lombalah kamu dalam (berbuat) kebaikan". Sesuai dengan penaf- 
siran kata-kata kullin dalam li kullin wijhatun.. . [2:148] dan li kullin 
ja'alna minkum syir'atan wa minhajan [5:48] di atas sebagai 
"masing-masing umat beragama, "30 maka perintah " berlomba- 
lombalah kamu dalam (berbuat) kebajikan" dalam kedua ayat itu 
bersifat urnum dan tertuju kepada masing-masing umat beragama. 
Pemahaman seperti ini sejalan dengan pandangan yang men- 
dukung pluralisme agama. Rasyid Ridha mengatakan, ". .. Jadi, 
syariat yang berbeda-beda itu harus dipertimbangkan sebagai 
alasan untuk berlomba dalam kebaikan dan amal salih, dan bukan 
sebagai alasan untuk permusuhan dan persaingan dalam perbuatan 
tidak baik. "" Issa J. Boullata mengomentari pemyataan Rasyid Ridha 
ini, "Baginya perbedaan di antara umat beragama haruslah 
merupakan suatu kesempatan untuk berkompetisi dalam amal salih, 
bukan kesempatan untuk perbuatan-perbuatan fanatik yang 
membawa kepada permusuhan di antara penganut iman agama 
yang berbeda. Terdapat suatu maksud Tuhan di balik pluralisme 
agama yang tidak boleh diabaikan begitu ~ a j a . ~ ~  
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Islam mengakui kenyataan pluralitas umat beragama dan 
memberikan respons inklusif dalam memandang orang lain agama. 
Sebagai konsekuensi dari pandangan demikian, maka Islam men- 
dasarkan hubungan umatnya dengan umat beragama lain pada 
prinsip koeksistensi damai (at-ta'ayusy as-silmi). Ayat-ayat yang 
dikutip di atas menjadi dasarnya dari prinsip ini. Muhammad Abu 
Zahrah (w. 1973, ahli hukum Islam terkemuka), menegaskan, "oleh 
karena perdamaian yang kekal adalah pangkal hubungan dalam 
Islam, Tuhan menyerukan dalam al-Our ' an perdamaian yang 
menyeluruh. " 

Ayat pertama (60:8) menyatakan bahwa tidak dilarang 
berhubungan baik dan berlaku adil terhadap orang lain selama orang 
itu juga berhubungan baik dan berlaku adil terhadap umat Islam. 
"Perang, baru te Qadi apabila umat Islam diperangi dan kebebasan 
mereka menjalankan agamanya diharnbat. " Larangan berhubungan 
baik hanyalah merupakan perkecualian, yaitu dalam hal orang lain 
itu memerangi atau membantu memerangi umat Islam karena 
agamanya dan mengusir mereka dari negerinya seperti ditegaskan 
dalam ayat ke-9 dari surat al-Mumtahanah. Berhubungan baik dalam 
kondisi kemajemukan atau pluralitas tidak dilarang oleh agama 
Islam. 

Penutup 

Secara historis sosiologis pluralisme agama adalah kenyataan 
yang tidak dapat dihindari, karena memang merupakan sunnatullah, 
semua yang terdapat di dunia sengaja diciptakan dengan penuh 
keragaman, tak terkecuali agama. Agama tidak diturunkan dalam 
konteks ruang dan waktu yang sama, tapi dalam penggalan 
kontinum ruang dan waktu. 

Menyadari adanya pluralisme agama menurut perspektif al- 
Our'an di atas sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia 
dan tidak hams mengambil model barat dengan relativisme atau 
nihilisme dengan menyatakan bahwa "semua agama sama benar- 
nya". Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka dasar bersama dalam 
menciptakam suasana keberagamaan yang harmonis dan demo- 
kratis. Perkembangan terakhir menunjukkan, dialog agama-agama 
sudah mulai dirintis. 
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Perkembangan tersebut baru pada tahap dialog koeksistensial, 
suatu model dialog yang hanya bertujuan menciptakan toleransi 
dan kehidupan tanpa konflik. Perkembangan ini perlu dilanjutkan. 
Karena itu perlu dikernbangkan ke arah dialog-dialog yang lebih 
praksis, dengan bersama-sama terlibat pada proses pengentasan 
persoalan kemanusiaan. 

Satu usaha untuk menjawab masalah pluralisasi dalam 
komunitas negara bangsa adalah dengan mengaktualisasikan 
"emosi kebangsaan". Tujuannya untuk menciptakan perekat sosial 
baru yang dapat mengintegrasikan kesatuan-kesatuan sosial yang 
berbasis pada etnisitas. Kesatuan sosial inilah yang mungkin 
pertama-tama mengalami pluralisasi. Ketika mereka terintegrasi 
kedalam satu komunitas negara-bangsa (nation-state) tidak dengan 
sendirinya perekat satu kesatuan sosial menjadi perekat sosial 
komunitas negara bangsa yang majemuk itu. Tetapi dengan 
menciptakan suatu emosi nasionalisme atau emosi kebangsaan baru 
yang mampu memelihara integrasi komunitas besar yang majemuk 
yang disebut civil religion. Emosi kebangsaan memberi suatu 
substitusi sistem kepercayaan bagi pelbagai kesatuan sosial religius 
historis yang hidup berdampingan di dalam suatu negara sebagai 
satu bangsa untuk hidup toleran dan terbuka serta memiliki 
komitmen moral etik kepada negara bangsa.  Dengan emosi 
kebangsaan, masyarakat terdorong untuk mencintai tugas dan 
kewajiban sebagai warga negara. Emosi kebangsaan berfungsi 
merekatkan dan memelihara integritas komunitas nation-state. 
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